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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Perubahan
Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada
(Studi Putusan MK No. 104 /PUU-XXIII/2025), dapat disimpulkan Bahwa:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Latar belakang perubahan
kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Administrasi
Pilkada diakibatkan oleh adanya perbedaan serta ketidaksesuaian
regulasi antara sistem Pemilu dan sistem Pilkada. Sebelum
dikeluarkannya Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025, Bawaslu
dalam konteks Pilkada hanya memiliki kewenangan normatif untuk
mengeluarkan surat rekomendasi, yang sering kali diinterpretasikan
ulang, diabaikan, atau bahkan ditolak oleh KPU. Situasi ini
mengakibatkan terjadinya konflik kewenangan di antara lembaga
penyelenggara pemilu, penanganan sengketa yang lambat, hingga
banyaknya pelanggaran kode etik KPU yang dibawa ke DKPP serta
tumpukan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu,
perubahan kewenangan Bawaslu yang awalnya hanya memberikan
rekomendasi menjadi lembaga quasi-yudisial yang memiliki hak
untuk mengeluarkan keputusan final dan mengikat secara
Administrasi sangat penting untuk menghilangkan interpretasi yang
banyak dan menciptakan kepastian hukum yang adil.

2. Penelitian ini menunjukkan Bahwa Pertimbangan Mahkamah
Konstitusi dalam mengubah sifat “rekomendasi” Bawaslu menjadi
“putusan” yang mengikat berlandaskan pada integrasi rezim Pemilu
dan Pilkada sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor
85/PUU-XX/2022 serta penegakan Pasal 22 E ayat (1) dan 28 D ayat
(1) UUD NKRI 1945 untuk terpenuhinya asas-asas dalam teori tujuan
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hukum dan teori kewenangan. Melalui penafsiran konstitusi yang
sistematis dan teleologis, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa
mekanisme rekomendasi tidak lagi efektif untuk menjamin integritas,
keadilan, dan kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada. Dengan
memberikan kewenangan atributif berupa fungsi ajudikasi kepada
Bawaslu untuk menetapkan putusan yang wajib dieksekusi oleh KPU,
Mahkamah Konstitusi berhasil menyelaraskan pembagian kerja
antarlembaga penyelenggara pemilu, menegakkan prinsip checks and
balances, serta memastikan seluruh rangkaian penanganan
pelanggaran Administrasi Pilkada berjalan secara efektif, akuntabel,
dan berkeadilan sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.
3. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan MK No. 104/PUU-
XXIII/2025 menegaskan posisi Bawaslu sebagai quasi-judicial
lembaga yang berperan seperti pengadilan, tetapi tidak memiliki
wewenang penuh seperti lembaga pengadilan, serta independen
dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan Kepala
Daerah. Putusan ini juga mempertegas kembali posisi KPU sebagai
lembaga pelaksana atau eksekutor yang diwajibkan untuk
menjalankan keputusan Bawaslu, dan menghapuskan wewenang
untuk mengevaluasi, menguji, atau menetapkan keputusan ulang
terhadap rekomendasi tersebut. Dengan demikian, putusan ini
menghilangkan ketidakjelasan hukum yang bertentangan dengan
Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, serta memastikan pelaksanaan hukum
yang adil dan efektif dalam menciptakan pemilihan kepala daerah
yang jujur dan adil.
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Penulis terhadap Perubahan
Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Pilkada
(Studi Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025), memberikan beberapa saran

sebagai berikut:
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. Diharapkan kepada setiap pasangan calon yang akan mendaftarkan
sebagai calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah, sangat
penting untuk memahami dan mematuhi seluruh ketentuan
prosedural Administrasi yang berlaku dalam Undang-Undang.

. Diharapkan kepada pembentuk Undang-Undang harus segera
meninjau kembali Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk
menyesuaikan semua ketentuan teknis dengan Keputusan MK No.
104/PUU-XXIII/2025. Istilah "rekomendasi” harus dihilangkan dan
digantikan secara jelas dengan "putusan Bawaslu" untuk mencegah
adanya potensi masalah hukum yang serupa di pemilihan selanjutnya.

. Diharapkan kepada Bawaslu perlu menyusun dan merevisi
Perbawaslu  mengenai Prosedur Penanganan Pelanggaran
Administrasi Pemilihan Kepala Daerah agar sepenuhnya menerapkan
sistem hukum acara adjudikasi resmi yang jelas, dapat dipertanggung
jawabkan, dan terukur.

. Diharapkan kepda KPU RI harus segera memperbaharui PKPU yang
berkaitan dengan penanganan pelanggaran Administrasi dengan
menghilangkan wewenang KPU Daerah untuk melakukan evaluasi
ulang atau pemeriksaan atas produk tindakan Bawaslu.

. Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap Putusan
MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi Putusan MK

Nomor 104 /PUU-XXIII/2025 Pada pelaksanaan Pilkada mendatanng.
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